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Bantuan Hukum bagi orang miskin sangat penting artinya dalam konteks membuka 

akses terhadap keadilan. Jumlah advokat di Indonesia dan sebarannya tidak merata di tiap 

daerah. Faktanya, banyak daerah kabupaten/kota yang tak memiliki jumlah advokat memadai. 

Mengacu pada data jumlah advokat yang terlibat dalam pemberian Bantuan Hukum yang 

terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) cq. Badan Pembinaan 

Hukum Nasional (BPHN), sampai dengan Tahun 2022 telah terjaring sebanyak 609 PBH 

terakreditasi yang di dalamnya terdapat 7957 Advokat.  

Tidak ada mekanisme yang dapat memastikan bahwa setiap advokat sudah 

menjalankan kewajiban pro bono yang diamanatkan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 

Itu sebabnya, negara hadir melalui pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Puluhan 

miliaran dana bantuan hukum disediakan lewat APBN, yang disalurkan melalui organisasi 

Pemberi Bantuan Hukum (PBH). 

 PBH yang mendapatkan dana bantuan hukum harus menjalankan prinsip 

akuntabilitas, karena dana yang digunakan adalah dana negara. Advokat dan paralegal yang 

membantu memberikan bantuan hukum harus bersunggung-sungguh menjalankan tugas 

mulia membantu orang miskin. Kesungguhan dan komitmen membantu orang miskin itu pula 

yang dipegang sejumlah pengelola PBH yang mendapatkan akreditasi terbaik selama ini. 

Maka dalam rangka menjamin kualitas layanan Bantuan Hukum diterbitkanlah 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Permenkumham 4/2021). 

Permenkumham 4/2021 ini memuat Standar Layanan Bantuan Hukum yang meliputi : 

a. Standar Layanan Bantuan Hukum Litigasi; dan 

b. Standar Layanan Bantuan Hukum Nonlitigasi. 

Selain itu, amanat peraturan delegasi Permenkumham 4/2021 yaitu perlu adanya Pedoman 

tentang Standar Layanan Bantuan Hukum yang memuat : 

a. Standar Layanan Bantuan Hukum Litigasi; 

b. Standar Layanan Bantuan Hukum Nonlitigasi; dan  



c. Pembinaan, yang meliputi: 

1. Asistensi; 

2. Penilaian; 

3. Pengaduan; dan 

4. Sanksi. 

Berkaitan dengan telah penyerbarluasan informasi terhadap Permenkumham 4/2021, 

BPHN telah melakukan beberapa kali sosialisasi kepada PBH via platform Zoom.  BPHN 

bersama kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mana melibatkan juga seluruh 

OBH yang sudah terverifikasi juga sudah melakukan impelementasi Permenkumham 4/2021 

Adapun data dukung kegiatan sebagaimana dimaksud yaitu sebagaimana terlampir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


























